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MOTO 

 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 

ا ُ نافْسًا اِّلَا وُسْعاها  لَا يكُال ِّفُ اللّٰه

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." 

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286) 

 

Sesuatu yang tidak kamu perjuangkan tidak akan pernah dimenangkan  

(kata bijak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.) 
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sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang 

kucintai dan kusayangi: 

 

Ayahnda dan ibunda terkasih, 
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anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat 

dan tangismu tidak dapat kubalas, do’a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. 

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua 

orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk 

menjadi lebih mandiri. Do’a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan 

Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan 

sembah sujud buat ayah dan ibu berdua….. 
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padaNya. Salam sayang untuk kalian bertiga….. 
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Sahabatku tercinta 
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membuat perjalanan ini lebih bermakna dan penuh warna. Semoga persahabatan 
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Fenomena tindak pidana terorganisir menjadi semakin kompleks dengan 

munculnya berbagai jenis tindak pidana seperti korupsi, terorisme, narkotika, 

pencucian uang, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Keberadaan tindak 

pidana terorganisir ini mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, serta 

menimbulkan tantangan serius bagi penegak hukum dalam mengungkap tindak 

pidana tersebut. Keberadaan jaringan yang luas dan modus operandi yang kompleks 

membuat penegak hukum kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang cukup untuk 

mengungkap tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku atau 

Justice Collaborator menjadi sangat penting. Saksi Pelaku (Justice Collaborator) 

adalah orang yang terlibat dalam tindak pidana sebagai pelaku bersedia 

memberikan keterangan dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk 

mengungkap tindak pidana. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan yang 

secara khusus dan rinci mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan 

Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak 

pidana dalam hukum acara  pidana di Indonesia.  

Meskipun terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan 

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak 

Pidana Tertentu, namun aturan tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan 

mengenai penggunaan keterangan  Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam 

proses peradilan pidana. Aturan tersebut tidak mengatur secara rinci tentang 

prosedur atau tata cara pembuktian dalam persidangan. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih berfokus pada aspek hukum materiil 

dan teknis yang berkaitan dengan hak-hak saksi, perlindungan, dan pemenuhan 

hak-hak korban, sementara prosedur dan aturan terkait penerimaan alat bukti tetap 

mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat 

ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Saksi Pelaku (Justice 

Collaborator). Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi yang lebih 

spesifik untuk memperkuat kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi 

Pelaku (Justice Collaborator) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan 

pembuktian keterangan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sebagai alat bukti 

dalam mengungkap tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
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normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan metode analisis isi (content 

analysis).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saksi Pelaku (Justice Collaborator) memiliki 

kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pelaku 

yang juga berperan sebagai saksi, keterangannya dapat membantu mengungkap 

jaringan tindak pidana yang kompleks dan terorganisir. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 memberikan 

perlindungan hukum bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dengan ketentuan 

bahwa Saksi Pelaku (Justice Collaborator) tidak dapat dituntut secara pidana 

maupun perdata atas kesaksiannya, kecuali jika keterangan tersebut tidak diberikan 

dengan iktikad baik. Hal ini menempatkan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) 

sebagai saksi yang memperoleh kedudukan khusus dalam proses peradilan pidana. 

Selain itu, Pasal 10A mengatur hak Saksi Pelaku (Justice Collaborator) untuk 

memperoleh penanganan khusus dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas 

kontribusinya dalam mengungkap tindak pidana. 

Walaupun Saksi Pelaku (Justice Collaborator) memiliki kedudukan sebagai saksi, 

agar memiliki kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (Justice 

Collaborator) harus memenuhi kriteria keterangan saksi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 185 KUHAP, Pasal 168 KUHAP, dan keterangan yang disampaikan harus 

memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima sebagai alat bukti yang 

sah. Keterangan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) harus diberikan di bawah 

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dan harus relevan 

dengan bukti-bukti lain. Kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (Justice 

Collaborator) sangat bergantung pada itikad baik, relevansi, dan konsistensi 

kesaksian yang diberikan. Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan satu 

saksi saja termasuk Saksi Pelaku (Justice Collaborator) tidak cukup untuk 

membuktikan suatu tindak pidana, sehingga keterangan Saksi Pelaku (Justice 

Collaborator) harus didukung alat bukti lain. Dukungan bukti tambahan ini 

diperlukan karena Saksi Pelaku (Justice Collaborator) berstatus sebagai pelaku 

yang berpotensi memiliki kepentingan pribadi dalam memberikan kesaksian. 

Kekuatan pembuktian Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sangat bergantung pada 

konsistensi dan kredibilitas keterangannya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan 

bahwa kedudukan dan kekuatan pembuktian Saksi Pelaku (Justice Collaborator) 

harus diperkuat dengan aturan yang lebih jelas. Revisi terhadap Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dilakukan untuk memberikan 

kepastian hukum bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator). Penelitian ini 

merekomendasikan pentingnya revisi KUHAP untuk menambahkan pasal yang 

secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan Saksi 

Pelaku (Justice Collaborator) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana, 

sehingga dapat mendukung pengungkapan tindak pidana. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan norma hukum terkait kedudukan dan 

kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sebagai alat 

bukti dalam mengungkap tindak pidana. Saksi Pelaku (Justice Collaborator) 

berperan penting dalam membantu penegak hukum untuk mengungkap tindak 

pidana yang bersifat terorganisir, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, dan 

terorisme. Namun, hingga saat ini pengaturan mengenai kedudukan dan kekuatan 

pembuktian keterangan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) belum sepenuhnya 

diatur secara rinci dalam hukum acara  pidana di Indonesia. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan  menganalisis kedudukan Saksi 

Pelaku (Justice Collaborator) dalam mengungkap tindak pidana dan kekuatan 

pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun keterangan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) diakui sebagai 

alat bukti yang sah, namun terdapat kekaburan norma yang menyebabkan 

ketidakpastian hukum. Ketentuan yang mengatur Saksi Pelaku (Justice 

Collaborator) tersebar di berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle 

Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam 

Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan 

mengenai penggunaan keterangan  Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam 

proses peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya revisi 

KUHAP untuk menambahkan pasal yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan 

kekuatan pembuktian keterangan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sebagai alat 

bukti dalam mengungkap tindak pidana, sehingga dapat mendukung pengungkapan 

tindak pidana dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.   

Kata Kunci (Keyword): Saksi Pelaku, Kekuatan Pembuktian, Tindak pidana 
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Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan 

syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan 

taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, 
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